
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 · tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undanq-Undanq Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011; 

DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEMANGGUNG, 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 443'?), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua · Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 
tentang . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4844) 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan 'Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pernerlntah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan .Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Neqara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan 
Pemeriritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuanqan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502): · 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana­ 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun . :2005 tentang Hi bah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nbmor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor · 4577); . 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, · Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanq Pedoman 
Pembinaan. dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyeleriggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keteranqan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 



24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanq Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pernerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2005 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan .Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinah dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 
12); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 
tentang · Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 
11); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 4);--- 



Rp 823.479.890.034,00 Jumlah Pendapatan 

.. 

Rp 574.917.319.097,00 
Rp 185.219.076.427,00 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan 

Yang Sah 

63.343.494.510,00 Rp a. Pendapatan Asli Daerah 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun Anggaran 2011 terdiri atas: · 

1 . Pendapatan 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN SUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 
ANGGARAN 2011. 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Selanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 
1011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 20 ); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pehyusunan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

36. Peraturan Supati Temanggung Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2010 Nomor 53); 

37. Peraturan Supati Temanggung Nomor 54 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 54) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011 Nomor 62); 



Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati lnl, 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Rg 36.837.479.870,00 
Rp 44.156.820.949,00 

Jumlah Pembiayaan netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp 46.485.138.890,00 
Rg 9.647.659.020,00 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 215.50.1.818.714,00 
Rg 816.160.548.955,00 
Rp 7.319.341.079,00 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai . Rp 30.724.881.425,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 91.742.510.291,00 
3) Belanja Modal Rp 93.034.426.998,00 

Rp 600.658.730.241,00 Jumlah Belanja Tidak tanqsunq 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai . Rp 474.666.829.278,00 
2) Belanja Sunga Rp 0,00 
3) Belanja Subsidi Rp 0,00 
4) Belanja Hibah Rp 60.528.447.883,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 20.885.382.630,00 
6) Belanja Bagi Hasil Rp 4.298. 707 .350 ,00 

t. 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 39.285.513.100,00 
8) Belanja Tidak Terduga R 993.850.000,00 12 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 41 

ANGGUNG, 

di Temanggung 
31 Juli 2012 

di Temanggung 

31 Juli 2012 

Ditetapkan 

pada tanggal 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengari penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ternanqqunq. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 


